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BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22, Pasal 24
ayat (3) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan
Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala
Desa;

. bahwa sehubungan adanya penyesuaian beberapa materi, maka

Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a
perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 11
Tahun 2021 tentang Pemilihan Kepala Desa;

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1409);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1222);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang
Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 89);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 18 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian
Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2020 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

11. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Garut Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 11)
diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 14A sehingga
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14A

Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
huruf b dikecualikan bagi pembentukan Panitia Pemilihan sebagai tindak lanjut
pemberhentian Panitia Pemilihan oleh BPD karena terbukti melakukan
pelanggaran.

2. Ketentuan Pasal 23 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Panitia Pemilihan mulai melakukan pendaftaran pemilih paling lama
7 (tujuh) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.

(2) Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
paling lama 3 (tiga) hari.

3. Ketentuan Pasal 26 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3), diumumkan oleh Panitia
Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.

(2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
lama 3 (tiga) hari.



Ketentuan Pasal 29 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 29

Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada
tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak
berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 31

DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), diumumkan di tempat
yang strategis di Desa untuk diketahui oleh masyarakat.

Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling
lama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b meliputi
kegiatan sebagai berikut:

a.
b.

pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling lama 9 (sembilan) hari;

penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan
dan pengumuman nama calon paling lama 20 (dua puluh) hari;

penetapan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling
sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;

penetapan DPT untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari; dan

masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.

Ketentuan Pasal 38 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 38

Panitia Pemilihan mengadakan pengumuman dan pendaftaran bakal calon
paling lama 9 (sembilan) hari berdasarkan persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jam
kerja dengan disertai penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:

a. surat keterangan sebagai bukti sebagai warga negara Indonesia dari
pejabat tingkat Daerah Kabupaten, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a;

b. surat pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh calon Kepala
Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, huruf c dan huruf f;



fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan
ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat
pernyataan dari pejabat yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan
syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf d;

fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang
dilegalisasi oleh pejabat berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e;

surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak sedang menjalani
hukuman pidana penjara, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf g;

surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf h;

surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang
dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagai bukti pemenuhan syarat
calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf i;

surat keterangan berbadan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan dari
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Slamet Garut dan Rumah Sakit Umum
Daerah Pameungpeuk, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf j;

surat keterangan bebas narkoba dan minuman keras berdasarkan hasil
pemeriksaan dari pejabat yang berwenang di wilayah Daerah Kabupaten,
sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 36 huruf k;

surat pernyataan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali
masa jabatan yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan
ditandatangani oleh bakal calon Kepala Desa, yang selanjutnya
ditindaklanjuti dengan surat keterangan dari Perangkat Daerah
Kabupaten yang membidangi urusan pemerintah desa bahwa tidak
pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf I

surat pernyataan tidak sedang menjadi bakal calon Kepala Desa di Desa
lain yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup dan ditandatangani oleh
bakal calon Kepala Desa, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf m;

fotokopi nomor pokok wajib pajak dan surat pemberitahuan tahunan
pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi tahun terakhir, sebagai
bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36 huruf n;

naskah visi dan misi yang dibuat berdasarkan prinsip bahwa Kepala
Desa merupakan Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin
penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai perpanjangan tangan
negara yang dekat dengan masyarakat juga sebagai pemimpin
masyarakat, sebagai bukti pemenuhan syarat calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf o;



8.

9.

(4)

()

(6)

(7)

n. daftar riwayat hidup calon Kepala Desa yang dibuat dan ditandatangani
oleh calon Kepala Desa;

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

p. pas foto berwarna terbaru calon Kepala Desa dengan ukuran 4 x 6
sebanyak 4 (empat) buah; dan

q. kartu tanda penduduk.

Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Pasal 37 dan
pada ayat (3), wajib dipenuhi pada saat bakal calon Kepala Desa melakukan
pendaftaran.

Apabila sampai batas waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan gugur.

Seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dituangkan dalam
bentuk pernyataan bakal calon Kepala Desa untuk diteliti keabsahannya.

Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila dikemudian hari
terbukti tidak benar, maka bakal calon/calon yang bersangkutan dinyatakan

gugur.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 41

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 38 ayat (3) kurang dari 2 (dua) orang,
Panitia Pemilihan menjadwal ulang waktu pendaftaran, penelitian
kelengkapan, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon paling
lama 10 (sepuluh) hari.

Penjadwalan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai
berikut:

a. pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari;

b. penelitian dan klarifikasi kelengkapan dan keabsahan administrasi paling
lama 3 (tiga) hari;

c. penetapan calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut
melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan selama 1 (satu)
hari; dan

d. pengumuman nama calon yang telah ditetapkan paling lama 3 (tiga) hari.

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari
2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a, Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai
dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa
jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari
PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 47

Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat Desa.



(2)

(3)

(4)

(9)

(6)

(7)

(8)

Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama
3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.

Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip
jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

Pelaksanaan kampanye para calon yang berhak dipilih hendaknya diarahkan
pada hal-hal yang bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan
pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan serta keamanan dan
ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan kampanye calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) diatur pelaksanaannya oleh Panitia Pemilihan.

Pemasangan tanda gambar calon yang berhak dipilih dapat dipasang
di wilayah desa yang bersangkutan selama masa kampanye dengan lokasi
yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Panitia Pemilihan wajib menyampaikan pemberitahuan pelaksanaan
kampanye kepada Kepala Kepolisian Sektor dengan tembusan Camat dan
Komandan Rayon Militer.

Pemberitahuan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada
ayat (7) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan kampanye
dimulai, dengan dilampiri jadwal pelaksanaan kampanye.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 7 - 6 - 2021

BUPATI GARUT,
ttd

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 7 - 6 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 30

Mengetahui
ttd Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
NURDIN YANA u.b.

Kepala Bagian Hukum

@

KRISTANTI WAHYUNI,SH
NIP. 197406082005012009
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